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Jual Beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang
mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak
pembeli secara mutlak dan permanen. Jual beli diperbolehkan dalam Islam selama
tidak merugikan salah satu pihak serta memenuhi rukun dan syarat jual beli.
Seperti halnya jual beli lapak yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung,
jual beli lapak merupakan jual beli yang akadnya sah karena terjadi atas suka
sama suka diantara kedua pihak. Akan tetapi, saat ini jual beli lapak yang terjadi
ternyata tidak mengakibatkan peralihan hak kepemilikan secara sempurna
ketangan pembeli dikarenakan jual beli yang terjadi menggunakan Sertifikat Hak
Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. Sehingga saat ini, yang memperjual
belikan lapak tersebut adalah orang yang tidak mempunyai kuasa atas lapak.
Selain itu pula, terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang jual beli lapak
untuk berdagang di Pasar.
Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktek jual beli lapak yang terjadi
di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung dan bagaimana analisis hukum Islam dan
Perda No 01 tahun 2018 tentang jual beli lapak untuk berdagang di Pasar. Tujuan
penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktek jual beli lapak untuk berdagang
di Pasar Bawah serta untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Perda Kota
Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 terhadap jual beli lapak untuk berdagang di
Pasar Bawah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data
yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan
data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Populasinya adalah semua pedagang lapak amparan di Pasar Bawah yang
jumlahnya 77 orang dan semua pegawai di UPT Pasar Bawah yang jumlahnya 15
orang. Sampelnya adalah 10 orang pedagang Pasar Bawah dan 2 orang pegawai
UPT Pasar Bawah. Sedangkan, analisis data yang digunakan adalah analisis
dengan metode deduktif dan induktif.
Adapun temuan penelitian, lapak awalnya dijual oleh PT. Bumi Waras
dengan sertifikat Hak Guna Usaha dan memiliki jangka waktu yakni 20 tahun, dan
saat ini kepemilikan lapak sudah berada di tangan kedua tanpa adanya
perpanjangan sertifikat HGU. Pihak kedua tergolong orang-orang awam sehingga
hanya mengikuti alur jual beli tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya
dikemudian hari. Analisis hukum Islam mengenai jual beli lapak hukumnya
menjadi tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan Hadist Nabi yang mengatakan
bahwa jual beli itu harus dilakukan oleh pemilik asli barang tersebut dan
dikatakan tidak sah dikarenakan tidak termasuk dalam jual beli yang shahih
ii
karena berpindahnya hak kepemilikan tidak terjadi secara sempurna dan permanen
ketangan pembeli. Sedangkan, menurut Perda Kota Bandar Lampung No 01
Tahun 2018 pasal 30 jual beli lapak di Pasar Bawah diperbolehkan selama tidak




َ َ َ َ ِ ٱ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ أ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ  ْا ُ َ اَء ِ ِ ٰ َ َۡ  ًة َ ٰ َ ِ  َن ُ َ  َنأ ٓ ِإ
ِنإ ۚ ۡ ُ َ ُ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ َو ۚ ۡ ُ ِ ّ  ٖضا َ َ َ ٱٗ ِ َر ۡ ُ ِ  َن َ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S al-Nisa’:
29).1
 َا َ ِ َر ٍ ِ اَر ِ ْ  َ َ َ ِر ْ ُا َ  ِ ا َنأ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ ْ ا َيأ َ ِ ُ  َ َ  َو ِ ْ َ َ
 ُ َ ْ َأ؟ َل َ: ٌرْو ُ ْ َ  ِ ْ َ ُ  َو ِه ِ َ ِ  ِ ُ ا ُ َ َ) ُ َ ْ َأ ُهاَوَر(.٢
“Diriwayatkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang
tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab:
perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik”
(H.R. Ahmad).
1Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Suara
Agung, 2008), h. 113.
2Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal,
Juz. XXVIII. No. 3503 (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2010), h. 283.
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Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap
penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi
ini. Transaksi jual beli yang ada pada saat ini menjadi beraneka ragam dalam cara
maupun bentuk. Meskipun terkadang cara yang dilakukan sudah sesuai dengan
syari’at Islam dan terkadang belum tentu benar dengan apa yang telah ditetapkan
syari’at Islam, salah satunya adalah jual beli lapak untuk berdagang di pasar.
Untuk itu, suatu transaksi harus jelas adanya, harus mengikuti ketentuan yang
telah diberlakukan, baik meliputi rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-
hal yang terlarang.
Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan,
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul “Analisis Hukum
Islam dan Perda Terhadap Praktek Jual Beli Lapak”. Untuk itu diuraikan
pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:
21. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan,
dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk
perkaranya, dsb)1
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan tingkah laku
manusia mukallaf (orang yang dibebani hukum) yang diakui dan diyakini
masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama islam.2 Menurut Beni
Ahmad Saebani, Hukum Islam adalah Seperangkat landasan hukum suatu
perbuatan baik berhubungan dengan perintah, larangan maupun pilihan-
pilihan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW.3
3. Perda Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bandar Lampung dengan persetujuan bersama kepala daerah.4
4. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan
uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain
atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara’
(Hukum Islam).5
5. Pasar Bawah adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk
melakukan transaksi jual beli barang atau jasa yang terletak di jalan Raden
Intan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung.6
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke
4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.
2Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid I ( Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 5.
3Beni Ahmad Saebani, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h.11.
4Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.
5Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Permatanet Publishing: 2016), h.104.
6Ibid, h.1026.
3B. Alasan Memilih Judul
Alasan memilih judul skripsi ini untuk diteliti adalah sebagai berikut:
1. Alasan Objektif adalah suatu sikap yang lebih pasti, bisa diyakini
keabsahannya, tetapi juga bisa melibatkan perkiraan dan asumsi, dengan
didukung melalui fakta atau data. Maka judul skripsi “Analisis Hukum Islam
dan Perda Kota Bandar Lampung Terhadap Praktek Jual Beli Lapak”
merupakan suatu hal yang penting dan berkaitan erat dengan praktek jual beli
yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oleh karena itu,
apabila suatu transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat di suatu kawasan
tanpa perizinan pemerintah maka secara tidak langsung akan mengganggu
ketertiban.
2. Alasan subjektif adalah lebih kepada keadaan di mana seseorang berfikiran
relatif, hasil dari menduga-duga, berdasarkan perasaan atau selera orang,
ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang
penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung.
C. Latar Belakang Masalah
Jual beli menurut etimologi dapat diartikan dengan:7
 ُ َ َ َ ُ َ ٍ ْ ِ َ ٍ ْ
“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”
7Ibrahīm al-Bayjurî, Hâsyiyah al-Syekh Ibrâhîm al-Bayjurî, Juz I (Jakarta: Dâr al-Kutub al-
Islâmiyyah, 2007) Juz I, h. 653.
4Kata lain dari ba’i (jual beli) adalah al-tijârah yang berarti perdagangan.
Hal ini sebagaimana firman Allah:
…. َر ُ َ  ٗة َ ٰ َ ِ  َن ُ ۡ َ
“... Mereka mengharapkan tijârah (perdagangan) yang tidak akan rugi”8
Menurut terminologi, terdapat beberapa pendapat di antaranya menurut
Imam Nawawi, jual beli adalah:
 ُ َ َد َ ُ َ ٍل ِ َـ ٍل ِ َ  َ َـا ِ ْـ َ ْ ا ِ ْ َ ْ ا َ َ  ٍضَ ِ ِ  ٍ ْ ِ  ِ ْ َ  َْوأ ِ ا َ ِ  ِنْوُْذ ِ ْ
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan
atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara
yang diizinkan/dibenarkan syara’”9
Apabila akad transaksi jual beli telah sempurna di samping itu rukun-
rukun dan syarat-syaratnya telah terpenuhi maka berpindahlah hak kepemilikan
barang atas penjual menjadi kepemilikan untuk pembeli, begitupun sebaliknya
kepemilikan harta/uang pembeli menjadi kepemilikiam penjual. Akad dalam
kaidah fikih ialah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul
(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh
kepada objek perikatan sehinga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak
kepada pihak lain.10 Dan pada saat itu pula boleh bagi kedua belah pihak untuk
8Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Permatanet Publishing, 2016) h. 103
9Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah (Kairo: al-Fath Li al-I’lâmi al-‘Arabi, 2001), Juz III, h. 89.
10Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli dalam Perspektif
Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, Al-‘Adalah, Vol. XII, No. IV, 2015, (Bandar
5mentransaksikan lagi apa yang telah menjadi miliknya.11 Adapun rukun-rukun
jual-beli adalah: penjual, pembeli, îjâb qabûl (shîghat), dan objeknya (barang
jualan).12
Yang menjadi syarat sahnya jual beli di antaranya adalah subjek jual beli,
yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi syarat yaitu berakal, bâligh dan
ikhtiyâr (tanpa paksaan). Syarat yang kedua adalah objek jual beli, yang harus
memenuhi syarat yaitu suci atau bersih barangnya, barang yang diperjualbelikan
dapat dimanfaatkan, barang yang diperjual belikan milik orang yang melakukan
akad, barang atau benda yang diperjual belikan dapat diserahkan, barang yang
diperjualbelikan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.13
Dalam perekonomian, pasar berperan sangat penting. Pasarlah yang
berperan untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan
barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang/komoditas
yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab
konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.14 Di
Indonesia pasar tradisional yang sah adalah milik Pemerintah. Pembangunan pasar
merupakan pelaksanaan dari Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang
perdagangan, pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) yang mengamanatkan bahwa
pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan,
Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2015, (On-line, tersedia di:
http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362. (28 Januari 2019), h. 786.
11Ibid,.
12Wahbah al-Zuhaylī, al- Fiqh al-Islamî wa Adillatuh (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985), Juz
IV, h. 347.
13Wahbah al-Zuhaylī, Fiqh al- Syâfi’î al-Muyassar (Damaskus: Dâr al-Fikr: 2008), Juz I, h.
450.
14Sahrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika,
2014), h. 22.
6pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pasar rakyat guna meningkatkan daya
saing dalam bentuk pembangunan dan/ atau revitalisasi pasar rakyat:
implementasi menejemen pengelolaan yang professional, fasilitas akses
penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan fasilitas
akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat.15
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasar Tradisonal adalah pasar
yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan
Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/
dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi
dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang
dagangan dengan tawar menawar.16
Keberadaan pasar tradisional atau pasar rakyat tentu saja sangat
mendukung bagi masyarakat menengah ke bawah. Mereka yang sebagian besar
mencari rezeki dengan berdagang tentu lebih mudah karena tidak perlu berkeliling
untuk menjajakan dagangannya tetapi cukup membayar lahan amparan untuk
membuka lapak dagangan mereka. Banyaknya penduduk yang datang ke kota
untuk mengadu nasib melonjak. Karena besarnya jumlah mereka yang datang,
akhirnya berimbas pada banyaknya jumlah lapangan kerja yang ada. Jumlah
15Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
16Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008
Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.
7mereka yang mencari pekerjaan melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang ada.
Sehingga persaingan antara penduduk asli dan pendatang sangat ketat. Hal ini
tentu saja menjadi salah satu penyebab permasalahan yang ada di perkotaan.
Penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai Peraturan Daerah yang
berhubungan dengan penjualan lapak untuk berdagang di pasar, yakni Perda Kota
Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan
Ketertiban Umum khususnya Pasal 30 Ayat 4 yang berbunyi:
“Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan
uang, mengelola/ menjual lapak/ tempat untuk berdagang di pasar yang
mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan
menggangu ketertiban lalu lintas”
Di tengah padatnya zaman yang serba modern ini, seakan nilai etika mulai
luntur, atau bahkan kalau boleh dibilang mulai hilang. Kecenderungan masyarakat
untuk berlaku bebas seakan sudah mewabah disetiap penjuru kehidupan.
Hilangnya moral, etika, norma, atau aturan serta berbagai hal sejenis yang
bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku manusia agar lebih baik seakan tidak
berguna. Padahal diterapkannya nilai-nilai diatas tidak lain untuk mencegah
adanya kerusakan yang ditimbulkan karena ulah tangan dan tingkah manusia. Taat
nilai yang dimaksud adalah etika. Penerapan akan nilai etika disegala aspek
8kehidupan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal perdagangan
atau berbisnis masyarakat sudah mulai bebas melakukan transaksi jual beli.17
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
skripsi ini adalah :
1. Bagaimana praktek jual beli lapak/ tempat untuk berdagang di Pasar Bawah ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Perda Kota Bandar Lampung No 01
tahun 2018 terhadap jual beli lapak untuk berdagang di Pasar Bawah ?
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui praktek jual beli lapak untuk berdagang di Pasar Bawah.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Perda Kota Bandar Lampung
No 01 Tahun 2018 terhadap jual beli lapak untuk berdagang di Pasar Bawah.
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Ada beberapa kegunaan hasil penelitian skripsi ini yaitu dari aspek teoritis dan
praktis sebagai berikut:
1. Manfaat Secara Teoritis
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli lapak di Pasar
Bawah Kota Bandar Lampung .
17Johan Arifin, Etika Bisnis Islami: Mengenal Etika dan Bisnis, Cet. I, (Semarang:
Walisongo Pers, 2009), h. 1.
9b. Hasil dari penelitian ini juga diharapkannya ditemukan suatu kepastian
hukum mengenai praktek jual beli lapak sehingga dapat memberikan
pemahaman yang baru bagi penulis, pembaca dan penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta pengembangan ilmu
pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka
menerapkan hukum Islam.
2. Manfaat secara Praktis
a. Dapat dijadikan sebagai pedoman hukum supaya tidak terjadi
penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam
yang berkenaan dengan kemaslahatan umum dan peraturan daerah terkait
dengan jual beli lapak/ tempat berdagang.
b. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat untuk lebih memahami
jual beli secara baik dan benar yang sesuai dengan Syariat Islam dan
Peraturan Daerah kota setempat.
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau
masukan tentang jual beli dalam literatur kepustakaan dibidang studi Ilmu
Hukum Islam khususnya bagi Fakultas Syariah.
G. Metode Penelitian
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan
Penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah
yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.
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Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini menggunakan
metode-metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Adapan jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field
research) dengan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah cara atau upaya lebih
untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu
permasalahan. Metode kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat
deskriptif. Deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat




Merupakan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan
para pedagang dan pihak yang terkait tentang jual beli lapak di Pasar Bawah Kota
Bandar Lampung.
b. Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak
langsung yaitu buku-buku kepustakaan dan catatan-catatan atau dokumen-
dokumen tentang apa saja yang terkait dengan pembahasan ini.19
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
18Lexy J Moelong, Metodologi Penelitia Kualitatif (Bandung: PT  Remaja Rosdakarya,
2005), h. 6.
19Muhammad Prabunda T, Metodologi Riset, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57.
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Menurut Sumanto, populasi adalah seluruh subyek di dalam wilayah
penelitian yang dijadikan sebagai subyek penelitian. Sedangkan menurut Ibnu
Hajar, populasi adalah kelompok besar individu yang mempunyai karaakteristik
umum yang sama.20
Dalam suatu penelitian, peneliti akan menghadapi sebagai subjek
penelitian, mengenai hal ini Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa, populasi
adalah keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini
adalah semua pedagang yang menggunakan lapak di Pasar Bawah yang
berjumlah 77 pedagang dan semua pegawai yang bekerja di Unit Pengelola
Teknis (UPT) Pasar Bawah yang berjumlah 15 pegawai.
b. Sampel
Adapun sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki
oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan
waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.
Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul
representatif (mewakili).21
Adapun dalam menentukan sampel pada penelitian ini, penulis
menggunakan teknik probability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang
memberikan peluang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih
menjadi anggota sampel. Lebih tepatnya, penulis menggunakan teknik yang
20Antomi Saregar dkk, Pengantar Metodologi Penelitian (Bandar Lampung: CV Anugrah
Utama Raharja, 2017), h. 110.
21Etta Mamang Sangadji, Metode Penelitian (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 186.
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merupakan bagian dari probability sampling yaitu simpel random sampling yang
artinya cara pengambilan sampel ditentukan secara acak, kemudian sampel
berikutnya diambil berdasarkan satu interval tertentu.22 Adapun sampel dalam
penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 6 orang pembeli lapak, 2
orang penjual dan 2 orang pegawai di UPT Pasar Bawah.
Penulis menggunakan teknik simpel random sampling karena
terbatasnya dana dan daya untuk mengadakan penelitian. Hal ini hanya karena
dengan jumlah sampel yang lebih sedikit akan diperlukan sedikit biaya
wawancara dan sekaligus biaya pengolahan datanya (processing).23
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
a. Wawancara atau dalam istilah lain disebut interview yaitu suatu cara
pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.24
Artinya, penulis memperoleh informasi langsung dari pedagang di pasar
tersebut dan semua pihak yang bersangkutan dengan melakukan tanya jawab.
Metode interview yang penulis pergunakan ialah interview terpimpin yaitu
menginterview dengan membawa kerangka pertanyaan untuk disajikan dan
irama interview sama sekali diserahkan kepada kebijakan interview.25 Metode
ini merupakan metode yang utama untuk mendapatkan data, dengan demikian
22Suparmoko, Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: BPFE, 1985), h. 23.
23Ibid, h. 24.
24Op.Cit., h. 137.
25Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), h. 136
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informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti bisa diperoleh dari
pihak-pihak tertentu yang dianggap mewakili.
b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
untuk mengetahui kecendrungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan.26
Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya
dengan penelitian ini adalah peneliti mengamati bagaimana kondisi sosial dari
masyarakat yang berada di lingkungan Pasar Bawah Kota Bandar Lampung.
c. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan
dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus.
5. Teknik Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dengan cara:
a. Editing, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang telah diperoleh, apabila
masih belum lengkap, maka diusahakan melengkapi kembali dengan
melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga
melakukan pemeriksaan apabila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data
yang diperoleh.
b. Koding, yaitu menggolongkan data yang diperoleh sesuai dengan jenis data
baik melalui studi pustaka maupun berdasarkan hasil wawancara dengan
memberikan kode pada data atau jawaban yang diperoleh.
c. Penyusunan data, yaitu rekontruksi data sesuai dengan kerangka pokok
bahasan yang telah ditetapkan secara sistematis dan rinci.
26Op.Cit., h. 145.
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6. Teknik Analisis Data
Setelah data-data terkumpul, penulis mencoba menganalisis dan
menginterpretasikan data tersebut agar dapat menghasilkan kesimpulan yang
valid. Dalam pembahasan hasil penelitian ini menggunakan metode deduktif dan
induktif. Induktif merupakan analisis data dari wawancara dengan para informan
yakni para pelaku dan pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01
Tahun 2018 mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Deduktif
yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum
untuk seterusnya dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat khusus. Metode ini
digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap analisis hukum Islam dan Perda
Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 terhadap jual beli lapak di Pasar
Bawah Kota Bandar Lampung.
Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang
diberikan Miles and Huberman, yang mengungkapkan bahwa aktifitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.27Komponen
dalam analisis data, sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti
27Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan RAD (Bandung: Alfabeta,
2008, cet. IV), h. 244.
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merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting,
dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data
Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam  bentuk uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. Verifikasi atau penyimpulan data
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan
berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat
peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang





A. Pengertian Jual Beli
Jual beli secara etimologi dapat diartikan dengan:
 ُ َ َ َ ُ َ ْ ٍ ِ َ ْـ ٍ ٍ ْ َ  ِ َ َ َ ُ  ِ  ٍ ْ َ  ُء َ ْ ِ إ َْوأ.١
“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau memberikan sesuatu
untuk menukar sesuatu yang lain”
Menurut Jalaluddin al-Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:
 ُ َ َ َ ُ َ ْ ٍ ِ َ ْـ ٍ َ َ َو ْ ِ ْ ا ُ َ َو َ ِ.
“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan”.2
Para ulama’ berbeda-beda dalam mendefinisikan jual beli secara
terminology dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi perbedaan tersebut
mencapai inti dan tujuan yang sama, pengertian jual beli menurut para ulama
adalah:
 ُ َ َد َ ُ َ ٍل ِ َ ٍل َ ْ ِ ْ ً َو َ َ ً.٣
“Tukar menukar harta dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan
milik dan kepemilikan”.
Taqiyuddin al-Hishni berpendapat:
 ُ َ َد َ ُ َ ٍل ِ َ ٍل ٍل ْ ُ َ  َو ٍب َ ْ ِ ِ  ِف َ ِ  َ ْ ِ ِ َ َ ْ ا ِ ْ َ ْ ا َ َ ِ  ِنْوُْذ ِ ْ.٤
1Wahbah al-Zuhaily, Al-Fiqh al-Syafi’i al-Muyasaar, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr,
2008), h. 448.
2Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 63.
3Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, Al-Mughni, Juz VI
(Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 5.
4Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min al-Hishni, Kifayah al-Akhyar
Fi Halli Ghayah al-Ikhtishar (Beirut: Dar al-Minhaj, 2008), h. 333.
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Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat:
 ُ َ َد َ ُ َ ٍل ِ َ ِل َ َ َ ِ ْ ِ َ ا ِ ا َ ْ ا ِ ْ َ ْ ا َ َ  ٍَض ِ ِ  ٍ ْ ِ  ِ ْ َ  َْوأ ِ  ِنْوُْذ ِ ْ.٥
“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) yang berimplikasi pada kerelaan
atau perpindahan hak milik dengan ganti/imbalan yang dilakukan dengan cara
yang diizinkan/dibenarkan syara’”.
Abdul Hamid Hakim menjelaskan:
 ُ َ َد َ ُ َ ٍل ِ َ ٍل َ َ َ ِ ْ ِ َ ا ِ ا َ َ َو ْ ٍ ْ َ ُ ْ َ ٍ.
“Saling menukar harta dengan harta lain berdasarkan suka sama suka”.6
Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa
Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan
uang.7
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pada intinya jual beli adalah
tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika
uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem
barter. Meskipun sistem barter telah ditinggalkan dan diganti dengan sistem mata
uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku.8
Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk menausia
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan
yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain.
Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa ada
5Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 89.
6Rozalinda, Op.Cit., h. 64.
7Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pasal 20 No. II Bab II Tentang Ketentuan Umum
Akad.
8Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), h. 101.
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imbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah
satu sarananya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.9
B. Dasar Hukum Jual Beli
Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah S.W.T
dalam al-Qur’an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam al-Sunnah yang suci.
Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang sangat membutuhkan
keterangan jelas tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum
Islam.10
Dalil yang membolehkan transaksi jual beli yaitu firman Allah S.W.T di
dalam al-Qur’an yang berbunyi:
...َ َ أَو ُ ٱ َ ۡ َ ۡ ٱ َم َ َو ْۚ ا ٰ َ ِ ّ ٱ...
“... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S
Al-Baqarah: 275).
Pada ayat yang lain Allah S.W.T menjelaskan:
َ َ َ َ ِ ٱ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ أ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ  ْا ُ َ اَء ِ ِ ٰ َ َۡ  ًة َ ٰ َ ِ  َن ُ َ  َنأ ٓ ِإ
ِنإ ۚ ۡ ُ َ ُ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ َو ۚ ۡ ُ ِ ّ  ٖضا َ َ َ ٱ ِ  َن َٗ ِ َر ۡ ُ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memeakan harta
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S al-Nisa’:
29)
Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:
9Rozalinda, Loc.Cit.,
10Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta:
Gema Insani, 2006), h. 364.
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 َ ْ ِر َ َ َ ْ ِ َر ِ ا ٍ َر ِا ُ َ ْ ُ َأنا ِ َا ُ َ َ ْ ِ َو َ َ ُ ِ َ َأي ْ ا َ ْ ِ
 َأ ْ َ ُ؟ َ َل: َ َ ُا ُ ِ ِ َ ِ ِ ه َوُ َ ْ ِ َ ُ ْ ْو ٌر) َر َو ُهاَ ا ُرا َو َ َ ُ َْ ا ِ ُ(.١١
“Diriwayatkan dari Rifa’ah ibn Rafi’ Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang
tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab:
perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik”.
Berdasarkan nash baik yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadist di atas,
kaum muslimin telah berijma’ tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang
terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa
hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang
berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan
sesuatupun tanpa ada ganti/imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meghilangkan kesulitan dalam
kehidupan manusia.12
C. Rukun dan Syarat Jual Beli
Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual
kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus
terpenuhi rukun dan syaratnya.13
Menurut mazhab Hanafiyah rukun jual beli hanya satu yaitu ijab qabul
(shȋgat) yang menunjukkan atas perpindahan hak milik antara penjual dan
11Abi al-Fadl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Bulugh al-Maram (Dar al-‘Ilmi:
Surabaya, tt), h. 798.
12Rozalinda, Op.Cit., h. 65.
13A. Khumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet
Publishing, 2016), h. 104.
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pembeli baik dari perkataan ataupun perbuatan. Dan sebagian dari mereka
berpendapat bahwa rukun jual beli ada dua yaitu ijab qabul dan serah terima.14
Menurut mayoritas ulama’ rukun jual beli ada empat,15 yaitu:
1. Penjual (Bâi’), yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang
diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam
melakukan transaksi jual beli (Mukallaf).
2. Pembeli (Musytarȋ), yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan
hartanya (uangnya).
3. Ijab qabul (Shīghat), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli
untuk melakukan transasksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan
uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi
menyerahkan barang lisan maupun tulisan.
4. Barang jualan (al-Ma’qud ‘Alaih), yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh
syara’ untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.16
D. Syarat Jual Beli.
Secara garis besar syarat jual beli dapat dibagi menjadi empat macam,
yaitu syarat terjadinya akad (syuruth al-In’iqad), syarat sahnya akad (syuruth al-
Shihhah), syarat terlaksananya akad (syuruth al-Nafazd) dan syarat berlakunya
akibat hukum (syuruth al-luzum).17 Secara umum tujuan adanya semua syarat
tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga
14Abdurahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, Juz II (Kairo: Dar al-Hadits,
2004), h. 124.
15Rachmat Syafe’i , Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.
16A. Khumedi Ja’far, Loc.Cit.,
17Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016),
h. 19.
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kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat
penipuan) dan lain sebagainya.18 Dan berikut ini penjelasan terhadap syarat-syarat
tersebut secara rinci:
1. Syarat-Syarat Terjadinya Akad (In’iqad).
Syarat-syarat terjadinya akad (In’iqad) adalah syarat-syarat yang
menjadikan akad akad sah menurut syara’. Jika persyaratan ini tidak
terpenuhi, maka batallah jual beli tersebut.19 Adapun syarat-syarat In’iqad
para ulama’ menetapkan empat syarat yang terdiri terdiri dari:
a. Syarat-Syarat Orang Yang Berakad (‘Âqid)
Orang yang berakad harus memenuhi persayaratan sebagai berikut:
1) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik
bagi dirinya, oleh karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka
jual beli yang dilakukan tidak sah.20 Hal ini sebagaimana firman Allah
dalam al-Qur’an yang berbunyi sebagai berikut:
 َ َو ْا ُ ۡ ُ َٓء َ َ ٱ ُ ُ َ ٰ َ ۡ َأ...
“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang
bodoh”. (Q.S. Al-Nisa’: 5).
2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya bahwa dalam
melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu
tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun
dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya
18Wahbah al-Zuhayli, Op.Cit., h.
19Enang Hidayat, Loc.Cit.,
20A. Khumedi Ja’far, Op.Cit., h. 105.
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sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar
kehendak sendiri adalah tidak sah.21 Hal ini sebagaimana firman Allah
S.W.T:
 َ َو ٰ َ ۡ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ِ ِ ٰ َ ۡ َ ِ إ ٓ َ ِ  ْ ا ُ ۡ ُ َو ِم ُ ۡ ٱ ْا ُ ُ ۡ َ ِ
 ِٰل َ ۡ َأ ۡ ِ ّ ٗ ِ َ ِس ٱ ِ ِ ۡ ِ ۡ َن ُ َ ۡ َ  ۡ ُ َأَو
“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara
kamu”. (Q.S. Al-Nisa’: 29).
3) Keduanya tidak mubadzir, maksudnya bahwa para pihak yang
mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang
boros (mubadzir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan
sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat
melakukan sendiri suatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut
menyangkut kepentingan semata.22 Hal ini sebagaimana firman Allah
S.W.T:
 َ َو ْ ا ُ ۡ ُ َٓء َ َ ٱ ُ ُ َ ٰ َ ۡ َ أ ِ ٱ َ َ َ ُ ٱ َو ٗ ٰ َ ِ  ۡ ُ َ ۡ ُ ُ ُزۡرٱَ ِ
 َو ۡ ُ ُ ۡ ٱٗ و ُ ۡ  ٗ ۡ َ  ۡ ُ َ  ْا ُ ُ َو
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)yang
dijadikan Allah sebagai sumber kehidupan, berilah mereka belanja
dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkan pada mereka dengan
kata-kata yang baik”. (Q.S. Al-Nisa’: 5).
4) Bāligh, yaitu menurut hukum Islam (fikih), dikatakan bāligh (dewasa)




bulan (haid) bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli
yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah, namun demikian bagi
anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana
yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia 15 tahun
dan belum bermimpi atau belum datang bulan/ haid), menurut
sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan
perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak
bernilai tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis sangat setuju,
karena apabila anak yang belum bāligh (dewasa) tidak dapat
melakukan perbuatan hukum seperti jual beli barang-barang kecil dan
tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah-tengah
masyarakat akan menimbulakan kesulitan bagi masyarakat itu sendiri,
sedangkan kita tahu bahwa hukum Islam (syariat Islam) tidak
membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran
bagi pemiliknya.23 Hal ini sebagaimana firman Allah S.W.T:
... ُ ِ ُ ُ ٱ ُ ُ ِ َ ۡ ُ ۡ ٱ ُ ُ ِ  ُ ِ ُ  َ َو َ ۡ ُ ۡ ٱ...
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesulitan atau kesukaran bagimu”.
b. Syarat Dalam Akad.
Yang dimaksud dengan syarat-syarat dalam akad ialah syarat-
syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dan qabul (Shigat), yaitu suatu
pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli)
23Ibid.,
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sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli.
Dalam ijab qabul ada syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain:
1) Kecakapan hukum (ahliyah),yang dimaksud dengan syarat ini adalah
kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum
atau kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban dan
untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum Syari’ah.24 Maka
dalam hal ini tidak sah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang
idiot dan orang gila, hal ini dikarenakan ketidakadaan kecakapan
hukum.
2) Hendaknya tidak ada pemisahan antara ijab dari penjual dan qabul
dari pembeli, maksudnya bahwa janganlah pembeli diam atau tidak
menjawab setelah penjual menyatakan ijabnya. Dan Janganlah
diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul.25
3) Hendaklah lafaz qabul sesuai dengan lafaz ijab.26 Misalnya, penjual
mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 100.000,-“ lalu pembeli
menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 100.000,-. Apabila antara ijad
dan qabul tidak sesuai, maka jual belinya tidak sah.
4) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah
pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang
sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri
sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain
24Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010),
h. 109.
25Taqiyyudin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdil Mu’min al-Hishni, Loc.Cit.,
26Wahbah al-Zuhaily, Op.Cit., h. 362.
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yang tidak terkait dengan masalah jual beli, Kemudian ia ucapkan
qabul, maka menurut kesepakat ulama’ fikih jual beli ini tidak sah,
sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab
langsung dengan qabul.27
5) Ijab dan qabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab
dan qabul harus jelas, lengkap, dan pasti sehingga tidak menimbulkan
pemahaman lain.28
6) Ijab dan qabul tidak boleh dikaitkan dengan waktu (mu’aqqat).29
c. Objek Jual Beli (Mahal al-‘Aqd).
Objek jual beli (Mahal al-‘Aqd) yaitu barang atau benda yang
menjadi sebab atau tujuan terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini
harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut:
1) Suci atau bersih barangnya, maksudnya bahwa barang yang diperjual
belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang
atau benda yang najis atau yang diharamkan, seperti: anjing dan
minuman keras.30 Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:
َ ُ ْ َ  ُ ا َ ِ َر ِ ا ِ ْ َ  ِ ْ  ِ ِ َ  ْ َ، ُ َ ُ ا َ  ِ ا َل ُ َر َ ِ َ
 َ َ ِ  َ ُ َو ِ ْ َ ا َم َ  ُل ُ َ  َ َ َو ِ ْ َ َ: َو َ ا ِنإ ِ ْ َ ا َ ْ َ  َم َ  ُ َ ُ َر
 َو َو ِ َ ْ َ ا َو ِ ِ ْ ِ ا ِم َ ْ َ ا) َر َو ُها ُْ ا َ ِري(٣١
27Nasrun Haroen , Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.
28A. Khumedi Ja’far, Op.Cit., h. 110.
29Rachmat Syafe’i, Op.Cit., 83.
30Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Minhaj al-Thalibin Wa
‘Umdah al-Muftin Fi al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 114.
31Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Shahīh al-Bukhārī, Juz III, No. 2236 (Damaskus:
Dar Ibn Katsīr, 2002), h. 84.
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“Dari Jabir Bin Abdillah R.A. bahwasanya dia mendengar
Rasulullah Saw bersabda pada tahun fath al-Makkah (penaklukan
kota Makkah): Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual
beli arak, bangkai, babi dan berhala”. (H.R. Bukhari).
Tetapi terkadang tidak semua barang atau benda yang
mengandung najis tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi hanya
sebatas penggunaan manfaatnya dan bukan untuk dimakan, diminum
atau dikonsumsi sebagai konsumsi manusiawi.32 Hal ini sebagaimana
yang ditegaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah.
2) Barang atau objek yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan,33
maksudnya barang yang dapat dimanfaatkan secara subjektif, karena
terkadang suatu barang itu sangat bermanfaat untuk sebagian orang
namun tidak semua orang. Alasannya adalah bahwa yang hendak
diperoleh dari suatu transaksi ialah manfaatnya itu sendiri. Bila barang
itu tidak ada manfaatnya bahkan dapat merusak, maka objek tersebut
tidak dapat diperjualbelikan.34
3) Barang yang diperjualbelikan milik orang yang melakukan akad,
maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas
sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat
izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli yang
dilakukan oleh orang yang bukan pemilik asli atau berhak berdasarkan
kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian  jual beli yang batal.
32Sayyid Sabiq, Op.Cit., h. 92
33Abi Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarf al-Nawawi, Lo.Cit.,
34Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2010), h. 197.
27
Hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah S.A.W dalam
suatu riwayat hadis yang berbunyi:
 َل َ  ٍ ا َ ِ  ِ ْ  ِ ِ َ  ْ َ: ُ ْ ُ: َل ُ َر َ ِ ُ َ ْ َ  ُ ُ ا ِ ا َو َ ْ َ ْ ا
 ْ ِ َ َ َأ ي ِ ْ ِ  َ ْ َ ُ ُ؟ َل َ: َك َ ْ ِ  َ ْ َ َ  ْ ِ َ  َ)َ َ  ُ ْ ا ُهاَوَر(.٣٥
“Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah S.A.W: Wahai
Rasulullah ada seseorang laki-laki yang memintaku untuk menjual
sesuatu yang bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya ? Maka
Rasulullah S.A.W bersabda: Janganlah kalian menjual barang yang
bukan hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).
4) Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yang
dimaksud di sini bahwa barang atau benda yang diperjualbelikan
dapat diserahkan oleh penjual dan dapat diterima oleh pembeli.
Berdasarkan syarat ini maka tidak sah transaksi jual beli binatang liar,
ikan yang berada di lautan dan burung di angkasa, karena tidak dapat
diserahkan kepada pembeli.36
5) Barang atau benda yang diperjualbelikan harus jelas (mu’ayyan) dan
diketahui oleh kedua belah pihak.37 Artinya bahwa barang atau benda
yang diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya,
kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jual beli yang
menimbulkan keraguan, ketidakjelasan salah satu pihak atau jual beli
yang mengandung penipuan.
35Muhammad Bin Yazid Bin Majah, Sunan Ibn Majah, Juz II, No. 2443 (Dar Ihya’ al-
Kutub al-‘Arabiyah, 2009), 816.
36Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2016), h. 27.
37Oni Syaroni, M. Hasanuddin, Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan
Implementasinya dalam Ekonomi Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 38.
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2. Syarat Sahnya Akad (Syuruth al-Shihhah).
Rukun rukun dan syarat syarat terbentuknya akad yang disebutkan di
atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu
ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu
akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i namun
belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad maka rukun dan syarat
terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang
menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurna ini disebut syarat
keabsahan akad.  Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam yaitu
syarat syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau
paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad dan syarat syarat keabsahan
khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.38
Rukun pertama, yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya
yaitu tamyiz dan berbilang pihak (ta’adud) tidak memerlukan sifat
penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak dengan kedua
syaratnya juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut
jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan
penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas
tanpa paksaan bilamana terjadi dengan paksaan maka akan fasid. Akan
tetapi Imam Zufar yang bermazhab Hanafi beliau berpendapat bahwa, bebas
dari paksaan bukanlah syarat keabsahan melahirkan adalah syarat
berlakunya akibat hukum. Artinya menurut Imam Zufar akad yang dibuat
38Syamsul Anwar, Op.Cit., h. 99.
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dengan paksaan adalah sahnya, hanya saja akibat hukumnya belum dapat
dilaksanakan masih tergantung (mauquf) atau menunggu ratifikasi dari
pihak yang dipaksa bila paksaan tersebut telah berlalu.39
Rukun ketiga yaitu objek akad dengan ketiga syaratnya memerlukan
sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan”
memerlukan unsur penyempurna yaitu, bahwa penyerahan itu tidak
menimbulkan kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian
(dharar), maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan
kualifikasi penyempurnaannya itu tidak boleh mengandung gharar dan
apabila mengandung unsur gharar akan menjadi fasid. Begitu pula syarat
“objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna yaitu
harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.
Dengan demikian secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan
fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya
yaitu:









Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan
syarat keabsahan dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-
syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan
syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, maka akad tidak sah dan akad
ini disebut dengan akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi akad
fasid adalah akad yang mengandung syarat sah pokoknya tetapi tidak sah
sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat
terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid
mereka bedakan dengan akad bathil karena yang terakhir ini tidak sah
baik pokoknya maupun sifatnya dengan kata lain tidak ada wujudnya
sama sekali.
Ahli ahli hukum Sunni selain Hanafi tidak membedakan batil dan
fasid. Bagi mereka keduanya sama yaitu sama-sama merupakan akad
tidak sah dan tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi
hukum yang berbeda.
3. Syarat Terlaksananya Akad (Syuruth al-Nafazd).
Syarat Terlaksananya Akad (Syuruth al-Nafazd) adalah bahwa
syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin
orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:
a. Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (Al-
Wilayah) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun
perwakilan.41 Orang yang yang melakukan akad adalah pemilik
41Mardani, Op.Cit., h. 75.
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barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad. Apabila
tidak ada kepemilikan atau kekuasaan maka akad tidak dapat
dilangsungkan dan hukumnya menjadi maukuf atau ditangguhkan.42
b. Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.43 Apabila
tidak ada kekuasaan, maka akad tidak bisa dilangsungkan dan
hukumnya menjadi maukuf.44
Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa akad yang sah
yaitu yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat
keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:
a. Akad mauquf yaitu akad yang sah akan tetapi belum dapat
dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat
berlakunya akibat hukum.
b. Akad nafiz yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat
hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.45
4. Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruth al-Luzum).
Syarat berlakunya akibat hukum (Syuruth al-Luzum) dalam akad
jual beli merupakan sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan
berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu  membuat
akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad.
Ada syarat yang menjadikan mengikat para pihak yang melakukan akad
jual beli yaitu:
42Rozalinda, Op.Cit., h. 53.
43Mardani, Loc.Cit.,
44Rozalinda, Loc.Cit.,
45Syamsul Anwar, Op.Cit., h. 103.
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a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat
para pihak.
b. Terbebas dari khiyar, yaitu akad yang masih tergantung dengan hak
khiyar baru mengikat ketika hak khiyar telah berakhir setelah hak
khiyar. Selama hak tersebut belum berakhir maka akad tersebut belum
mengikat.46
Apa pun bentuk jual beli apapun cara dan media transaksinya
maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas.
transaksi di dunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus
memenuhi syarat-syarat di atas.
E. Macam-macam Jual Beli
Mayoritas fukaha membagi jual beli menjadi dua bagian.47 Dan
pembagiannya adalah sebagai berikut:
1. Jual beli shahih, yaitu jual beli yang disyariatkan memenuhi rukun dan
syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantuk pada
hak khiyar lagi.48 Jual beli yang shahih menimbulkan implikasi atau akibat
hukum yaitu berpindahnya kepemilikan.49
2. Jual beli ghairu shahih, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan
syaratnya dan tidak mempunyai implikasi atau akibat hukum terhadap
objek akad.50 Masuk dalam kategori ini adalah jual beli bathil dan jual beli
fasid, yaitu jual beli yang disebabkan karena adanya unsur gharar.
46Imam Mustofa, Op.Cit., h. 30.
47Wahbah al-Zuhayli, Op.Cit., h. 234.
48Nasrun Haroen, Op.Cit., h. 121.
49Wahbah al-Zuhayli, Loc.Cit.,
50Rozalinda, Op.Cit., h. 71.
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Defenisi gharar dapat diartikan dalam bahasa Arab ialah al-khathr
(pertaruhan) atau majhul al-Aqibah (tidak jelas akibatnya), ataupun dapat
diartikan sebagai al-Mukhatarah (pertaruhan) dan al-Jahalah
(ketidakjelasan). Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan atau tindakan
yang bertujuan untuk merugikan orang lain.51
Dilihat dari beberapa arti di atas, yang dimaksud dengan gharar
ialah semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur
ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan
atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu
transaksi/jual beli.52
Secara istilah fiqh, para ulama’ berbeda pendapat tentang defenisi
dari jual beli gharar, antara lain:
Menurut al-Syairazi, gharar adalah:
 َا َ َ ُر َ ْ ا َ َ َ  ى ْ ُ َأ ْ ُ ُه َو َ ِ َ ْ َ َ ْ ِ َ ِ َ ُ ُ.٥٣
“Gharar ialah sesuatu perkarang yang berwujud dan akibatnya masih
samar-samar (tidak jelas)”.
Menurut Abu Ya’la seorang ulama penganut mazhab Hanbali:
 َ َ َد َد َ َ ْ َأ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َأ َ ُ ُ َ َأ ْ َ َ.٥٤
51Nadratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad,
Vol, I, No. 1, Januari 2009, h. 54.
52Ibid.,
53Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf al-Syairazi, Al-Muhadzzab, Juz II (Jeddah: Darul
Basyir, 1996), h. 262.
54Manshur bin Yunus bin Idris, Syarh Muntaha al-Idarat, Juz IV (Beirut: Al-Risalah,
2000), h. 352.
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“Gharar adalah suatu keraguan antara dua perkara dan tidak ada antara
keduanya yang lebih jelas”.
Menurut Ibn Qayyim:
 َ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َأ ْو َ ُ ْ َ ُف َ ِ ْ َ ُ ُ َو ِ ْ َ ُرا ُه.٥٥
“Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya atau tidak
diketahui hakikatnya dan kadarnya”.
Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain
dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain
dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman Allah yang berbunyi:
 َو َ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ أ ْ آ ُ ُ ۡ َ ِ ِ ٰ َ ۡ َو َ ِإ ٓ َ ِ  ْ ا ُ ۡ ُ ِم ُ ۡ ٱ ْا ُ ُ ۡ َ ِ
 ِٰل َ ۡ َأ ۡ ِ ّ ٗ ِ َ ِس ٱ ِ ِ ۡ ِ ۡ َو َن ُ َ ۡ َ  ۡ ُ َأ
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)
dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).
َ َ َ َ ِ ٱ ِ ُ َ ۡ َ ُ َ ٰ َ ۡ َ أ ْ آ ُ ُ ۡ َ  َ  ْ ا ُ َ اَء ِ ِ ٰ َ ۡ َن ُ َ  َنأ ٓ ِإ
 َو ۚ ۡ ُ ِ ّ  ٖضا َ َ َ  ًة َ ٰ َ ِِنإ ۚ ۡ ُ َ ُ َأ ْآ ُ ُ ۡ َ  َ َ ٱٗ ِ َر ۡ ُ ِ  َن َ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu
membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu” (Q.S. Al-Nisa’: 29).
Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah
larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang
55Muhammad bin Abi Bakar ibn Qayyim al-Jauziyyah, Zadul Ma’ad Fi Hadyi Khairil
‘Ibad, Juz. V (Beirut: Al-Risalah, 1998), h. 725.
35
dengan batil.56 Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan
pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.
َ َ َ َ ِ ٱَ ِ إ ْ آ ُ َ اَء ُ ۡ َ ۡ ٱ َو ُ ِ ۡ َ ۡ ٱ َو ُب َ َ ۡ ٱ َو ُ ٰ َ ۡزَ ۡ ٱ ۡ ِ ّ  ٞ ۡ ِر
 ِ َ َ ِ ٰ َ ۡ ٱ َ ُه ُ ِ َ ۡ َن ُ ِ ۡ ُ  ۡ ُ َ َ
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr,
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,
adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah
perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al-
Maidah: 90).
Hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:
 َو ِة َ َ ْ ا ِ ْ َ  ْ َ  َ َ َو ِ ْ َ َ  ُ ا َ  ِ ا ُل ُ َر َ َ ِر َ َ ْ ا ِ ْ َ  ْ َ
Setidaknya ada dua unsur utama penyebab gharar, sebagaimana yang telah
dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yusuf yaitu:
 ُو ُ ْ ُد َ َ َ ِ َ ِ َ ْ ا ْ ِ َأ ْو َ ِ ُ ُ ْ ِل َأ َ ِ ِ َ َ ْ .ِ٥٧
Artinya:
1. Karena tidak mengetahui barang dalam transksi jual beli.
2. Karena adanyanya keraguan atas barang yang menjadi penukar
harganya disebabkan adanya dua pilihan yang sulit di-ta’yin
(ditentukan).
Sebagai contoh, ada dua buah baju yang diletakkan pada suatu
gantungan di tempat yang gelap. Kemudian, pembeli disuruh untuk
56Ahmad bin Abdul Halim ibn al-Taimiyah, Al-Qawaid al-Nuraniyah al-Fiqhiyyah
(Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 2001), h. 116.
57Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadhat al-Mâliyyah Fi Dhaui Ahkâmi al-Syarī’ah al-
Islâmiyyah (Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, 2009), h. 49.
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memilih salah satunya di antara keduanya. Barang yang terambil adalah
barang yang harus dibeli. Jual beli seperti ini merupakan contoh dari jual
beli yang menimbulkan keraguan disebabkan tidak bisa menta’yin
(menentukan) atau mengetahui secara jelas terhadap barang yang dibeli.
Ada beberapa bentuk gharar akibat tidak mengetahui barang yang
dibeli. Ibnu Rusyd mengklasifikasi bentuk-bentuk gharar akibat tidak
mengetahui ini sebagai berikut:
 َو ْ ا َ َ ُر ُ ْ َ ُ ِ ْ ا َ ِ ْ َ ِت ِ ْ ِ ِ َْ ا ْ ِ َ َ َأ ْو ُ: ِإ ِ ْ ِ ِ َْ ا ْ ِ
  َِ ْ ِ ِ ْ ْ ا َ ْ ُ ْ ِد َ َ ْ ِ َأ ْو َ ْ ِ ِ ْ ْ ا َ ْ ِ َأ ْو ِ ْ ِ ِ َْ ا ْ ِ ِ َ ْ ِا َ ِ َو
 ْ ا َ ْ ُ ْ ِن ْ ا َ ِ ْ ِ َأ ِو ِ َ ْ ِر ِ ه َأ ْو  َِ ْ ِ ِ ِإ ْن َ َن ُ َ ِ َ َأ َ ٌ َو ِإ ِ ْ ِ ِ َْ ا ْ ِ
 ِ ُ ُ ْ ِد ِ ه َأ ْو َ َ ِر ْ ا ُ ْ َر ِة َ َ ْ ِ َو َ َ َر ا ِ ا ٌ ِإ َ َ َ ِرا ْ ِ ْ ِ َو ِإ ِ ْ ِ ِ
 َْ ا ْ ِ ِ َ َ َ ِ :ِ َأ ْ ِ َ َ َء ُه َو َ ُ َ ُ ُ ْ ٌع ْ ُ َ ُ َأ ْ ُ َ َ َ ِ ه َأ ْو َ ْ ُ َ َو ِ َ
 ُ ْ ا ُ ْ ِعا ِ ُ ْ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ِ ه ُ ا ْو ُب ِ َ ْ ا َ َ ِر ُ ُ ْ ٌع َ ْ ُ ْ ٌق ِ َ َو ُ ُ ْ ٌع
 َ ْ ُ ْ ٌت َ ْ َ َو ْ ا َ ْ ُ ْ ُق ِ ِ َأ ْ ُ َ ُه ُ َ ٌ َ َ ْ .ِ٥٨
Artinya:
“Gharar yang terdapat dalam transaksi jual beli dengan penyebab tidak
mengetahuinya pembeli (juhâlatu al-ba-i’) ada beberapa bentuk:
1. Adakalanya karena karena faktor tidak mengetahui barang yang dijual.
2. Tidak mengetahui ketentuan akad.
3. Tidak mengetahui klasifikasi harga dan barang.
4. Tidak mengetahui kadarnya.
5. Tidak mengetahui temponya jika di dalam akad tersebut terdapat unsur
tempo yang disyaratkan.
6. Adakalanya juga karena tidak mengetahui wujud barang.
7. Sulit menguasai barang, sehingga sulit untuk diserahterimakan.
8. Gharar kadang juga disebabkan karena tidak mengetahui sifat
selamatnya barang, yakni utuhnya barang.
58 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa
Nihayatul Muqtashid, Juz. II (Jeddah: Maktabah al-‘Ilmi, 1995), h. 329.
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Berangkat dari sinilah berbagai macam jual beli dikelompokkan menurut
banyaknya gharar yang timbul atau karena sebagiannya ada gharar.
Secara umum, gharar jual beli ditemukan dalam jual beli manthuq biha.
Sebagian yang lain, gharar juga ditemukan dalam jual beli yang maskût
‘anha. Para ulama sepakat, bahwa mayoritas gharar itu ditemukan pada
jual beli yang manthuq biha.
Maksud dari jual beli manthuq biha adalah jual beli yang
ditetapkan haramnya secara nash dan ijma’.
Adapun hukum jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya
ada tiga macam, yaitu:
1. Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang
belum ada wujudnya (ma’dum).59
2. Desepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya,
padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal
ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan,
tidak mungkin lepas darinya.60
Selanjutnya, Imam Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli
gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara
jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya. Adapun hal-
hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti
pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya
kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina.
Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing
yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma’, semua (yang
59Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarrafi, Anwar al-Buruq Fi ‘Anwa’ Al-Furuq, Juz III
(Saudi: Al-Auqaf al-Su’udiyah, 2010), h. 265.
60Ibid.,
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demikian) ini diperbolehkan. Juga, para ulama menukilkan ijma tentang
bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan.61
Ibnul Qayyim juga mengatakan: “Tidak semua gharar menjadi
sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin
dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli.
Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam
perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi
bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga
gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana
dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak
mencegah jual beli. Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang
banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya. Ibnul Qayyim pula
menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat
mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah
dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini
disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat
menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.62
Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah
gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat
melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi
menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk
61Yahya bin Syarf al-Nawawi, Al-Majmu’ Syrah al-Muhadzab, Juz. IX (Jeddah:
Maktabah al-Irsyad, 2008), h. 326.
62Muhammad bin Abi Bakar ibn Qayyim al-Jauziyyah, Op.Cit., h. 736.
39
melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan
susah, atau ghararnya ringan.
3. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang
pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang
terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-
lainnya.63
Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli
tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan
ini, disebabkan sebagian para ulama’ diantaranya Imam Malik memandang
ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya
kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang
lain di antaranya Imam Syafi’i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya
besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, shingga
mengharamkannya.
Ibnu Taimiyyah memperkuat pendapat yang membolehkan, Ibnu
Taimiyyah menyatakan: “Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik
adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal
ini dan semua yang dibutuhkan atau sedikit ghararnya, sehingga
memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti
wortel, lobak dan sebagainya”.64
63Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarrafi, Loc.Cit.,
64Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah, Op.Cit., h. 124.
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F. Bentuk-Bentuk Jual Beli
Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk
antara lain:
1. Ditinjau dari sisi objek akad jual beli (ba’i) yang menjadi:
a. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan
konotasinya.
b. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan muqayadhah
(barter).
c. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan sharf.65
2. Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk:
a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang telah
disepakati, ini dinamakan salam.
c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan ba’i ajal
(jual beli tidak tunai).
d. Barang dan uang tidak tunai, disebut dengan ba’i dain bi dain (jual beli
utang dengan utang).66
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi:
a. Ba’i Musawamah (Jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli
dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok brang, akan tetapi




b. Ba’i Amanah, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga
pokok barang lalu menyebutkan harga jual tersebut. Jual beli ini dibagi
menjadi tiga bagian antara lain:
1) Ba’i Murabahah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan
laba.
2) Ba’i Al-Wadhiyyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang
atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
3) Ba’i Tauliyah, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan
menjualnya dengan harga tersebut.67
G. Saksi Dalam Jual Beli
Jual beli dianjurkan dihadapan saksi, berdasarkan firman Allah Q.S Al-
Baqarah:
... ُ ۡ َ َ َ  اَِذإ ْآو ُ ِ ۡ َأَو ۡۚ...
“...Dan persaksikanlah apabila kalian berjual beli...”
Demikian ini adalah karena jual beli yang dilakukan dihadapan saksi dapat
menghindarkan terjadinya perselisihan dan menjauhkan diri dari sifat saling
menyangkal. Oleh karena itu, lebih baik dilakukan khususnya bila barang
dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Bila barang
dagangan itu nilainya sedikit maka tidak dianjurkan mempersaksikannya. Ini
adalah pendapat imam Syafi’i, Hanafiyah, Ishaq, dan Ayyub.
67Ibid.,
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Adapun menurut Ibnu Qudamah, bahwa mendatangkan saksi dalam jual
beli adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat ini diriwayatkan
dari Ibnu Abbas dan diikuti oleh Atha dan Jabir.
H. Berselisih Dalam Jual Beli
Penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya
berlaku jujur, terbuka, sopan (beretika) dan mengatakan apa adanya, jangan
berdusta dan bersumpah palsu. Sebab yang demikian itu dapat menghilangkan
keberkahan dalam jual beli.68 Sebagaimana hadist Rasulullah S.A.W:
 ْ َ ِ َأ ُ ُ ْ َ  ُ ا َ ِ َر َة َ ْ َ َل َ: ُ ا َ  ِ ا َل ُ َر ُ ْ ِ ََ َو ِ ْ َ َ َ
 ُل ُ َ: ٌ َ ِ ّ َ ُ  ُ ِ َ ا ِ َ ْ ِ ّ ِ ِ َ َ َ ْ ِ  ٌ َ ِ ْ ُ) َر َو ُها ُ ْ ا َ ِري(.٦٩
“Dari Ab Hurairah R.A berkata, bahwasaanya ia mendengar Rasulullah S.A.W
bersabda: Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat
menghilangkan berkah” (H.R. Bukhari).
Sebaliknya, pedagang yang jujur, benar dan mengikuti ketentuan ajaran
islam akan dekat dengan para Nabi, sahabat, dan orang-orang yang mati syahid di
hari kiamat kelak.70 Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W:
 َ  ِ ّ ِ ا ِ َ  ٍ ِ َ  ِ َأ ْ َ َ َ َو ِ ْ َ َ  ُ ا َل َ: ُقو ُ ا ُ ِ ا ُ ِ َ ا
 َ َ ِءا َ َ اَو َ ِ ِ ّ ِ ّ اَو َ ِ ّ ِ ا) َر َو ُها ْ ِ ّ ا ِ ْ ِي(.٧١
68Hendi Suhendi, Op.Cit., h. 84.
69Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, Op.Cit, Juz III, No. 2087, h. 60.
70Hendi Suhendi, Loc.Cit.,
71Muhammad Bin ‘Isa Bin Saurah al-Tirmidzi, Op.Cit., Juz. II, No. 1209, h. 506.
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“Dari Abi Sa’id R.A, dari Nabi Muhammad S.A.W beliau bersabda: Pedagang
yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat, dan orang-
orang yang mati syahid” (H.R. Tirmidzi)
Adapun dalam jual beli apabila terdapat perselisihan pendapat antar
penjual dan pembeli terhadap suatu barang atau benda yang diperjual belikan,
maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan (kata-kata) yang punya barang
selama keduanya tidak mempunyai saksi dan bukti-bukti lain. Hal ini
sebagaimana sabda Nabi Muhammad S.A.W:
 َو ِن َ ِ ّ َ ْ ا َ َ َ ْ ا اَِذإ َ ُ َ  ٌ َ ِ ّ َ َ ُ َ ْ َ  َ ْ َ ِ َ ْ ِ ّ ا بَر ُل ُ َ َ َْوأ
 ِن َ َر َ َ َ) َر َو ُها َ ُ ْ َد ُوا َد(.٧٢
“Apabila penjual dan pembeli berselisih dan di antara keduanya tidak ada saksi,
maka yang dibenarkan adalah perkataan yang mempunyai barang atau
dibatalkan” (H.R. Abu Daud).
I. Etika Dalam Jual Beli
Etika merupakan cabang dari filsafat etika yang tujuannya mencari ukuran
baik buruknya tingkah laku seseorang. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa
yunani yaitu ethos (tunggal) ta etha (jamak) yang berarti sikap, cara berfikir,
watak, kesusilaan atau adat. Dalam pengertian ini, etika identik dengan moral.
Moral dalam bahasa Indonesia berarti akhlaq atau kesusilaan mengandung
makna tata tertib batin/ hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku dalam
hidup. Dalam kehidupan sehari-hari keduanya kadangkala diartikan sama
sekalipun antar keduanya terdapat perbedaan. Moral biasanya dipakai untuk
72Abu Daud Sulaiman Bin Asy’ast Bin Ishaq, Op.Cit., Juz. III, No. 3511, h. 285.
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perbuatan yang sedang dinilai atau perbuatan tersebut dilihat dari dalam diri orang
yang berssangkutan. Sedagkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang
ada dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.
Dalam dunia usaha, etika yang dimiliki individu akan mencerminkan
karakter perusahaan. Etika menjelaskan standar perilaku baik dan buruk yang
diimplementasikan oleh karyawan dalam suatu perusahaan. Etika yang dianut
setiap individu karyawan pada akhirnya tercermin dalam standar perilaku yang
diimplementasikan karyawan dalam bekerja sehari-hari. Moral dan etika memiliki
fungsi yang sama yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus
melangkah dalam hidup ini. Sekalipun antara keduanya terdapat perbedaan. Jika
moral menunjukkan cara terbaik untuk melangkah, etika justru mempersoalkan
apakah harus melangkah dengan cara itu, dengan kata lain moralitas merupakan
suatu pranata (seperangkat aturan), sedangkan etika merupakan sikap kritis
manusia dala merealisasikan moralitas. Singkatnya, etika menghimbau seseorang
untuk bertindak sesuai dengan moralitas.
Etika jual beli tidak lain adalah penerapan prinsip etika dalam kegiatan
jual beli. Etika sebagai acuan yang menyatakan apakah tindakan, aktivitas, atau
perilaku individu bisa dianggap baik atau tidak. Karenanya, etika jual beli akan
berbicara baik atau tidaknya suatu aktifitas jual beli.
Tanpa etika dalam melakukan jual beli, maka jual beli itu bisa saja
berantakan, tidak beraturan, dan tidak tenteram yang pada gilirannya dunia jual
beli atau bisnis bisa menjadi sadis dan saling mematikan.
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Dari sisi sejarah, etika jual beli lahir sekitar tahun 1990. Sekitar tahun
1960 ekonomi Amerika tumbuh dan berkembang pesat hingga merajai bisnis
dunia, dilihat dari banyaknya perusahaan Amerika beroperasi di beberapa Negara.
Bisnis-bisnis besar menggeser posisi kecil menengah di dunia industri, kemudian
terjadi perkembangan yang cukup signifikan dengan munculnya inovasi baru yang
tidak selamanya berdampak positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan
hidup. Kenyataan ini memunculkan kritik dari para polotisi dan gerakan swadaya
masyarakat dengan tema kepentingan publik. Desakan kritik tersebut akhirnya
mendorong perusahaan-perusahaan untuk merumuskan program tanggung jawab
sosial perusahaan.
Terlepas apakah didasarkan kesadaran/ atau keterpaksaan momentum ini
sebagai titik awal dibahas dan ditelitinya etika jual beli oleh berbagai lapisan
masyarakat dengan dalih penyelamatan manusia dalam jangka panjang. Allah
berfirman:
 َ َ َ ُد َ َ ۡ ٱ ِ ِ ّ َ ۡ ٱ َو َ ۡ ٱ ِ ۡ ي ِ ۡ َ  ۡ َ َ َ َ ِ ِس ٱ…
“Kerusakan yang terjadi di bumi (darat dan laut) adalah karena ulah
manusia…” (Q.S. Al-Rum: 41).
Jual beli akan berkembang, langgeng, maju dan menghadirkan
ketenteraman baik bagi pelaku jual beli, masyarakat dan juga lingkungan
manakala dijalankan dengan beretika. Oleh karena itu, sasaran etika jual beli
mencakup:
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a. Penjual, dalam hal ini etika berfungsi menggugah kesadaran moral penjual
untuk mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, pelayanana hak dan
kepentingan orang lain.
b. Pembeli, dalam hal ini, penjual harus memperhatikan hak dan kepentingan
pembeli dan masyarakat luas dalam praktek jual beli. Pada lingkup ini, etika
jual beli berfungsi menggugah masyarakat untuk bertindak menuntut penjual
agar berdagang secara baik demi terjaminnya hak dan kepentingan masyarakat.
c. Etika jual beli juga mencakup sistem ekonomi yang snagat menentukan etis
tidaknya suatu praktek jual beli. Dalam lingkup ini etika jual beli bersifat
makruh sehingga disebut juga etika ekonomi. Dalam konteks etika ekonomi
yang dibicarakan adalah apakah sistem ekonomi suatu negara membenarkan
tindakan-tindakan monopoli dan kolusi.
Prinsip etika yang berlaku pada jual beli pada dasarnya merupakan
penerapan dari prinsip etika pada umumnya yaitu prinsip yang berlaku secara
universal. Dalam kegiatan jual beli yang baik, slah satu prinsipnya adalah prinsip
otonomi dan tanggung jawab, yaitu sikap dan kemampuan penjual mengambil
keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya secara otonomi tentang apa
yang menjadi kewajiban yang dianggap baik. Kemandirian (otonomi) yang
disertai dengan tanggung jawab tidak lain agar penjual tidak bertindak secara
membabi buta. Karena disertai dengan tanggung jawab, kesediaan mengambil
tanggung jawab pada penjual merupakan titik pangkal sebuah moral.
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J. Manfaat dan Hikmah Jual Beli
Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara
lain:
1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan
jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang
diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dengan rizki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa,
karena mendapat rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap
anugrah Allah Swt.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persudaraan antara penjual
dan pembeli.73
B. ASPEK DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO 01 TAHUN 2018
1. Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018
Dalam Skripsi ini, penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai Pasal
30 Ayat 4 Perda Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 yang berbunyi:
“ Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan
uang, mengelola/ menjual lapak/ tempat untuk berdagang di pasar dan di jalan
yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya lingkungan dan
mengganggu lalu lintas.”74
73Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 194.
74Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018, h.20.
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Adapun pokok penelitiannya adalah mengenai jual beli lapak untuk
berdagang di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung.
2. Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Dalam pasal 76 ayat 2 Perda Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2018,




c. Penghentian sementara kegiatan;
d. Penghentian tetap kegiatan;
e. Pencabutan sementara izin;
f. Pencabutan tetap izin;
g. Denda administrasi; dan/ atau
h. Sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Dalam pasal 77 ayat 1 Perda Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2018,
juga dijelaskan ketentuan pidana berupa:
“Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini,
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp





A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Singkat Berdirinya Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
Pasar bawah kota Bandar Lampung berdiri sekitar tahun 1960, pada saat
itu pasar bawah beratapkan seng. Pasar bawah mulanya hanyalah pasar tempel
yang berada di dekat rel kereta api. Pasar Bawah dibangun atas kerjasama antara
Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai pemilik lahan/ tanah dan PT. Bumi
Waras sebagai pengembang atau pemilik modal, kemudian setelah selesai
pembangunan pasar tersebut Pasar Bawah menjadi hak milik PT. Bumi Waras
selama jangka waktu 20 tahun dengan bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
Setelah selesai pembangunan, Pasar Bawah akhirnya pindah lokasi ke jalan Raden
Intan. Pasar Bawah kota Bandar Lampung berjaya pada tahun 1990 hingga
sekarang.
Pasar bawah sebagian besar diisi oleh pedagang-pedagang kecil, seperti
pejual sayuran, rempah-rempah, bumbu dapur, buah, ikan, perabotan rumah
tangga, pakain, buah-buahan, peralatan sekolah, kelontong, sembako, jajanan, dan
aksesoris, sehingga kondisi pasar yang ada lebih merakyat dibandingkan dengan
pasar swalayan yang berada tak jauh dari pasar bawah tersebut.
Kini, para pedagang yang ada di Pasar Bawah kota Bandar Lampung
sebagian adalah pedagang yang pindah dari kawasan pasar tengah yang berdagang
di bagian atas Pasar Bawah atau di terminal bawah Ramayana. Pasar Bawah
dikelola oleh Pemerintah kota dan PT Bumi Waras.1
1Hasil Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
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2. Visi dan Misi dinas UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
a. Pernyataan Visi
Visi Dinas UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung adalah:
“Terwujudnya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat pedagang, pembeli,
pengunjung dan pengguna pasar melalui sistem pengelolaan pasar perpasaran
umumnya masyarakat sejahtera”
Penjelasan Visi:
Peningkatan pelayanan dalam rangka pelayanan prima adalah upaya
pemerintah kota melalui kinerja aparatur Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Kota
Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat pengunjung dan
pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat terukur, efisien dan efektif.
Dengan visi tersebut diharapkan Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Kota
Bandar Lampung dalam kegiatan pasar malalui tugas pokok dan fungsinya,
seoptimal mungkin secara profesional maupun proporsional didukung keinginan
seluruh SDM atau pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi
serta perubahan perilaku.
b. Pernyataan Misi
Dalam rangka mewujudkan visi guna mendukung visi dan misi Walikota
Bandar Lampung maka misi dinas UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
adalah:
1. Meningkatkan kualitas aparatur Dinas Pengelolaan Pasar, masyarakat
pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar.
2. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan
penguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar.
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3. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan
retribusi.
Penjelasan Misi:
Upaya dan langkah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam
pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki
oleh Dinas Pengelolaan Pasar Bawah Kota Bandar Lampung sebagai lembaga
teknis yang profesional guna terwujud visi dan misi tersebut adalah:
1. Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual di bidang perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
2. Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas, dan integritas dalam pelaksanaan tugas.
3. Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang
pengelolaan retribusi.2
4. Struktur Organisasi UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
Struktur organisasi dalam suatu Dinas Pengelolaan sangatlah penting.
Dalam struktur organisasi akan terlihat jelas kedudukan dan jabatan maka akan
menjadi kerangka yang menunjukkan hubungan kerja satu dengan yang lain,
sehingga akan jelas kedudukan, wewenanag dan tanggung jawab masing-masing.
Kekuasaan tertinggi Dinas Pengelolaan UPT Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung dipegang oleh kepala dinas. Kepala dinas membawahi staf, staf ini
mengelola kegiatan yang ada di Pasar Bawah dengan dibantu oleh bagian
pendapatan, bagian keamanan, dan bagian kebersihan.
2Hasil Wawancara dengan Bapak Achmad Dafrika, Kepala Dinas UPT Pasar Bawah Kota
Bandar Lampung
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Adapun struktur organisasi di UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
adalah sebagai berikut:
Gambar 1





























2. DIMAS FICO AMALO
NIP.198508192010011005
3. SULAIMAN





1. ERWIN MUCHLASIN THAMRIN
NIP: 197204152007011009
2. SARIF HIDAYATULLAH, S. Pd.I
3. ANDITIA MAHARDIKA A.Md
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Pegawai yang ada di UPT Pasar Bawah Kota Bandar Lampung terdiri dari
11 orang PNS dan 4 orang Honorer yang sudah termasuk tukang sapu dan supir
truk sampah. Jadi, jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 15 orang dan yang
menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 2 orang.3
5. Lokasi Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
Pasar Bawah terletak di jalan Raden Intan kota Bandar Lampung, letak
Pasar Bawah kota Bandar Lampung ini berada pada pusat kota Tanjung Karang
(Bandar Lampung). Lokasi ini sangat strategis dan dapat dengan mudah dijangkau
oleh masyarakat dari berbagai sudut kota.
Pasar Bawah kota Bandar Lampung ini dilewati oleh seluruh trayek
angkutan kota, dengan lokasi ini Pasar Bawah kota Bandar Lampung ditetapkan
sebagai pusat pasar kota Bandar Lampung. adapun batasan-batasan dari Unit
Pasar Bawah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Chandra.
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raden Intan.
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Stasiun Kereta Api.
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Hayam Muruk.
6. Data Pedagang Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
Tabel 1
Data Pedagang Los Amparan/ Lapak
No Nama Pemilik Jenis Usaha
1 Anam Sembako
3Hasil Wawancara dengan Bapak Syahriwansyah, Kepala Dinas  UPT Pasar Bawah
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2 Samsudin Pecah Belah
3 Puji Rokok





9 H. Awi Daging
10 Iyus Daging
11 M. Sodri Daging
12 Jumalis Ikan Asin






19 Mbak Par Sayuran
20 Mis Kelontongan
21 Linda Sendal









30 Sam Sayuran Matang
31 Mbak Pon Sayuran
32 Warto Sayuran
33 Meni Ikan
34 Suyono Ikan Basah
35 Zakaria Ikan Asin
36 Lili Ikan Basah
37 Dahlan Ikan Basah
38 Herman Ikan Basah
39 Iis Ikan Basah
40 Haruna Ikan Basah
41 Roy Ikan Basah
42 Tori Ikan Basah




















62 Bina Karya Buku
63 Andalas Buku






69 Uni Lusi Ikan Asin
70 May Sayuran







Sumber: Data Olahan 2019
Tabel 2
Data Pedagang Toko Pasar Bawah
No Nama Pemilik Nama Toko Jenis Usaha
1 Dahniel Fadri Pluto Aksesoris
2 Agus Jafar Playu Aksesoris
3 Topik Badire Squer Corner Olahraga (Kostum)
4 Haryati Manalagi
5 Hanuar Z Aksesoris
6 Hendri Yanto Jordus Aksesoris
7 Zul Bahri Hj. Dahlia Topi
8 Zeni Dandi Bilaboong Jaket
9 Hendra Wisaya Rezki Afsari Aksesoris
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10 Tomi Cahyadi Inaah Caniago Boneka
11 Riza Andriyansyah Berkah Lestari Tas
12 Yondri Bidahari Acc Fool
13 Herizal Kekora Tas
14 Supriyanti Restu Ibu Aksesoris
15 Yul Safri Tk. Riska Tas
16 Izal Zam-zam Aksesoris
17 Suryadinata Acemojos Bag
18 Rusmiyati Tas
19 Risa Andriyati Dewi Kateri Topi
20 Nofrian Riza Bag Tas
21 Zedi Koto Fortune Star Tas
22 Undung Desi K Tas
23 Siti Ramandung P Yollas Tas
24 Dayat Aksesoris
25 Supriyanto S2R
26 Risman Lestari Aksesoris Tas
27 Darwan Fortune Tas
28 Desi Syafrayanti Heriyanti Boneka
29 Zul Bahri AA Aksesoris
30 Toni Aksesoris
31 Hariyanto Yanto Stiker
78
32 Imzeni Zein Mahkota Tani Pestisida
Sunber: Data Olahan 2019
Tabel 3
Data Pedagang Kios Pasar Bawah
No Nama Pemilik Nama Kios Jenis Usaha
1 Dewi Dewi Sasa Tas Wanita
2 Isol Anugerah Zam Zam Aksesoris Jam
3 Muklis Aura Karani Buku Pelajaran
4 Rhoman Khanaf Dani Bintang Buku Pelajaran
5 Lina Novi Kosmetik Kosmetik
6 Yani Yus Buku Pelajaran
7 Ani Radiansyah De HP
8 Repan One Baby Bayi Retro
9 Aldy Hani Fashon Baju
10 Jordan Dora, MV Baju
11 Doni Warney Baju
12 Jimi Jimy Baju
13 Aura Aura Baju
14 Insan MPH Baju Pria
15 Kerisna/ Teh Iis Silent Baju Pria
16 Candra Lumbung Ilmu Buku




20 Sugeng Kelapa Parut
21 Marimus Kelapa Parut, Bumbu
22 Nok Kelapa Parut, Bumbu




27 Restu Pecah belah
28 Hi. Karyono Sembako
29 Leni Kosmetik
30 Hj. Ris Baju Muslim
31 Erita Susilowati Baju Sekolah
32 Herlina Deliyani Baju Sekolah
33 Husin (M) Buku Pelajaran
34 M. Yunus Kaos Kaki
35 Yulirman Buku Pelajaran
36 Ayko Liya Kosmetik
37 Agus Rudi Sembako
38 Tamara Topi









47 Konisa Nasi, Kopi
48 Maryono Sepatu, Sendal
49 Usmawi Sepatu Wanita
50 Isa Sepatu Wanita
51 Zeki Sepatu Wanita
52 Hasan Sepatu Wanita
53 Rosita Sepatu Wanita
54 Maesaroh Sepatu Wanita




















74 Bina Karya Buku
75 Andalas Buku





81 Umlisi Ikan Asin
82 May Sayuran








Sumber: Data Olahan 2019
Ketiga tebel di atas menunjukkan bahwa ada tiga jenis pedagang yang
berada di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung yakni pedagang yang berdagang di
lapak/ los amparan, pedagang toko, dan pedagang kios. Akan tetapi, yang menjadi
populasi dalam penelitian ini hanyalah pedagang lapak amparan sebanyak 77
orang. Sedangkan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang.
B. Laporan Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung Terkait Jual Beli Lapak
1. Pihak Penjual dan Pembeli
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, bahwa adanya Pasar
Bawah Kota Bandar Lampung dibangun atas kerja sama antara Perusahaan
Jawatan Kereta Api ( PJKA ) dan PT. Bumi Waras. Perusahaan Jawatan Kereta
Api ( PJKA ) merupakan pihak yang memiliki lahan atau tanah untuk dibangun
sebuah pasar sedangkan pihak PT. Bumi Waras merupakan pihak yang memiliki
modal secara finansial untuk membuat bangunan pasar diatas tanah PJKA. Kedua
belah pihak membuat suatu perjanjian yang isinya PT. Bumi Waras berhak
memiliki bangunan pasar tersebut dalam jangka waktu selama 20 tahun dengan
Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Setelah itu maka bangunan pasar menjadi hak
kepemilikan penuh PJKA. Dalam hal ini, yang menjadi tangan pertama untuk
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menjual lapak di pasar adalah PT. Bumi Waras sebagai pengembang atau pemberi
modal.4
Seperti yang telah dijelaskan dalam UUPA No 5 Tahun 1960 Hak Guna
Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh
Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan, atau
peternakan. Dengan dasar UUPA ini, maka PT. Bumi Waras mempunyai hak
untuk memperjualbelikan lapak selama jangka waktu 20 tahun.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Dhafrika selaku
kepala UPT Pasar Bawah, PT. Bumi Waras menjual ruko, kios dan lapak amparan
kepada para pedagang kecil dengan harga yang bervariasi, biasanya ruko dijual
dengan kisaran harga Rp.50.000.000, kios dijual dengan harga Rp.10.000.000 dan
lapak amparan dijual dengan kisaran harga Rp.3.000.000.5
Dengan demikian, maka para pedagang di Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung disebut sebagai pembeli. Saat ini, kebanyakan pedagang yang
menempati amparan, kios, dan toko adalah pedagang yang membeli dari pihak
kedua walaupun sebagian ada yang membeli lapak dari pihak pertama.
Seperti hasil wawancara dengan ibu Mis, beliau sudah berdagang di
Pasar Bawah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2000, awalnya beliau menyewa
dengan pihak Bumi Waras kemudian pada Tahun 2006 barulah beliau membeli
lapak amparan dengan harga Rp.3.000.000, awalnya beliau menyewa dengan
harga Rp.400.000/ bulan tetapi seiring dengan berjalannya waktu keadaan pasar




menjadi sepi pengunjung dan lapak amparan dijual dengan harga murah, beliau
lalu membelinya.6
Sama halnya dengan Bapak Anam, beliau seorang penjual sembako yang
sudah berdagang di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung sejak tahun 1997, saat itu
Bapak Anam membeli Lapak amparan dari tangan pertama yakni PT. Bumi Waras
seharga Rp.500.000. Saat itu pak Anam membeli Lapak karena melihat peluang di
Pasar Bawah ramai pengunjung sehingga pak Anam membeli lapak untuk
berdagang disana karena karena harganya yang relatif murah, sampai saat ini Pak
Anam sendiri sudah mempunyai 3 lapak amparan yang dibeli dari pihak pertama
dan pihak kedua. Selain dipakai untuk berdagang sendiri, lapak yang lainnya juga
disewakan oleh pak Anam.7
Kini, keberadaan pasar bawah yang berada di bawah tanah itupun mulai
sepi pengunjung, alasannya adalah karena lokasinya yang tidak terlihat dan
kurang menarik pembeli, sehingga tangan pertama yang membeli lapak tersebut
memilih untuk menjual kepada pihak lain sehingga kebanyakan pedagang di sana
membeli dari tangan kedua. Pedagang yang sudah membeli lapak amparan
tersebut pun berhak untuk menjual kembali kepada pihak lain selama jangka
waktu 20 tahun belum habis, setelah 20 tahun maka kepemilikan lapak amparan
tersebut jatuh ketangan PJKA.
Di pasar bawah terdapat pula lapak yang disewakan dengan harga
cukup terjangkau yakni Rp 1.000.000 setiap tahun tetapi kebanyakan pedagang
memilih untuk membeli lapak. Alasan mereka lebih memilih membeli daripada
6Hasil Wawancara dengan Ibu Mis, Penjual Sayuran, 21 Februari 2019
7Hasil Wawancara dengan Bapak Anam, Pedagang Sembako, 21 Februari 2019.
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menyewa adalah jika membeli cukup membayar satu kali diawal transaksi dan
selanjutnya mereka berhak memiliki lapak tersebut, selain itu juga harga yang
cukup murah membuat mereka berfikir lebih baik membeli lapak karena bisa
dijual kembali jika mereka sudah enggan untuk berdagang, dan alasan terakhir
adalah karena keadaan pasar yang mulai sepi sejak 3 tahun terakhir membuat
mereka yang ingin berdagang memilih untuk membeli daripada menyewa lapak.
Seperti yang dilakukan oleh Ibu Jumalis, Penjual ikan Asin, beliau
yang awalnya menyewa lapak karena keterbatasan dana, sebelumnya beliau tidak
ada masalah jika menyewa lapak, tetapi mengingat keadaan Pasar yang sepi,
akhirnya beliau memutuskan untuk membeli lapak yang hanya sekali bayar di
awal transaksi untuk menghemat biaya yang dikeluarkan setiap bulannya. Kini,
ibu Jumalis sudah menempati lapaknya sendiri yang dibeli sejak tahun 2002.8
Selanjutnya menurut ibu Par, seorang pedagang kembang/ bunga,
membeli lapak merupakan satu-satunya cara untuk dapat mempertahankan
dagangan di pasar tersebut yang semakin hari semakin sepi pengunjung dan
keuntungan semakin menurun.9
2. Akad Jual Beli Lapak di Pasar Bawah
Transaksi jual beli lapak yang berada di Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung menggunakan akad Jual beli pada umumnya yakni jual beli yang
didasari atas dasar suka sama suka dan kerelaan serta kesepakatan antara kedua
belah pihak. Penjual lapak amparan yakni PT. Bumi Waras menjual lapaknya
kepada pedagang yang ada di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung.
8Hasil Wawancara dengan Ibu Jumalis, Pedagang  Ikan Asin, 21 Februari 2019.
9Hasil Wawancara dengan Mbak Par, Pedagang Kembang, 21 Februari 2019.
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Pembeli yang rata-rata adalah pedagang kecil sangat tertarik untuk
membeli lapak amparan daripada membeli toko atau kios karena lapak amparan
yang harganya cukup terjangkau dan dapat dijual kembali apabila pembeli
menginginkannya. Sebagian besar pembeli lapak tersebut menggunakan lapak
amparan untuk usahanya sendiri tetapi tidak sedikit pula yang memilih untuk
menjual kembali lapak tersebut kepada pihak lain dikarenakan keadaan pasar yang
sepi pengunjung. Para pedagang yang masih bertahan menggunakan lapak
amparan rata-rata adalah pedagang yang tidak mempunyai tanggungan cukup
berat, kebanyakan yang masih bertahan adalah para orang tua yang tidak ada
kegiatan di rumah, dan mengisi waktu luang dengan berdagang di Pasar Bawah
Kota Bandar Lampung.
Muhamad Sodri, seorang penjual daging yang mula-mula membeli lapak
untuk usaha dagangnya sendiri, namun, karena ia mempunyai cukup uang untuk
membeli lapak, atas dasar itu ia kemudian membeli beberapa lapak amparan untuk
dijual kembali kepada pihak lain dan juga disewakan. Sampai saat ini Muhamad
sodri sudah mempunyai 5 lapak amparan yang masih disewakan kepada pihak lain
dan ia akan menjual jika ada yang berminat.10
Selain Muhamad Sodri, akad jual beli ini terus menerus dilakukan oleh
Bapak Idris, seorang penjual kopi, yang berfikir untuk memperjual belikan lapak
di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung. Bapak Idris sediri sudah memperjual
belikan lapak amparan sejak tahun 1999, beliau pertama kali menjual lapak
kepada pihak lain dengan harga sekitar Rp.1.000.000 sampai Rp.1.250.000,
10Hasil Wawancara denga Mohamad Sodri, Penjual Daging, 21 Februari 2019.
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hingga sekarang harga lapak sekitar Rp.3.000.000. Bapak Idris sendiri merasakan
keuntungan dari jual beli lapak amparan ini karena tidak membutuhkan modal
yang terlalu besar untuk memiliki lapak di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung.11
Dalam transaksi jual beli lapak ini, pembeli tidak mempunyai bukti
transaksi berupa surat perjanjian jual beli, tetapi hanya berupa kwitansi sebagai
bukti adanya transaksi jual beli lapak.
3. Proses Terjadinya Jual Beli Lapak di Pasar Bawah
Proses terjadinya jual beli tentu harus sesuai dengan rukun-rukun serta
syarat-syarat jual beli. Proses terjadinya jual beli pun seharusnya terbuka agar
tidak terjadi kesalahpahaman dengan pihak lain dan tidak termasuk kedalam jual
beli yang dilarang serta tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak lain karena
dilakukan secara diam-diam.
Proses terjadinya jual beli lapak di pasar bawah sama dengan proses jual
beli pada umumnya yakni proses jual beli secara langsung di mana penjual mula-
mula menawarkan harga lapak amparan kepada calon pembeli kemudian jika
calon pembeli tertarik dengan harga penawaran tersebut maka pembeli langsung
membayar dengan penjual tanpa dicicil. Tetapi jika pembeli tidak setuju dengan
penawaran yang diberikan oleh penjual maka terjadi tawar-menawar antara
penjual dan pembeli.
Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka terjadilah
transaksi antara penjual dan pembeli dan hak kepemilikan lapak tersebut telah
beralih ke tangan pembeli.
11Hasil Wawancara dengan Bapak Idris, 22 Februari 2019.
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Dalam proses jual beli lapak ini tidak ada surat perjanjian atau dokumen
apapun sebagai bukti kepemilikan dan hanya kesepakatan antara kedua belah
pihak. Padahal, peralihan Hak Guna Usaha (HGU) karena jual beli wajib
dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Setiap
pemberian, peralihan dan penghapusan atas HGU harus didaftarkan untuk
menjamin kepastian hukum. Dalam jual beli lapak ini, pembeli hanya menerima
kwitansi yang menandakan bahwa pembeli sudah melunasi lapak amparan
tersebut.
Bapak Herman, seorang pembeli lapak amparan tahun 2004 mengaku
dalam proses jual beli lapak, tidak ada surat perjanjian apapun dalam jual beli
lapak tersebut. Pak Herman mengaku, hanya ada kesepakatan jual beli antara
beliau dengan penjual lapak tetapi tidak ada sertifikat ataupun surat kepemilikan
atas lapak amparan tersebut.12
Hal ini dikuatkan dengan dengan pengakuan ibu Lili, seorang pedagang
ikan asin yang membeli lapak amparannya sejak tahun 2007, beliau juga membeli
lapak tersebut atas dasar suka sama suka tanpa adanya bukti transaksi serta
sertifikat kepemilikan lapak. Dengan proses jual beli seperti biasa tanpa ada surat
menyurat apapun dalam transaksi jual beli lapaknya tersebut.13
4. Akibat Hukum Jual Beli Lapak di Pasar Bawah
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.
Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh suatu perbuatan hukum,
sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum,
12Hasil Wawancara dengan Bapak Herman, Pedagang Ikan Basah, 22 Februari 2019.
13Hasil Wawancara dengan Ibu Lili, Pedagang Ikan Asin, 22 Februari 2019.
89
maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan
oleh adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum. Akibat hukum dalam
jual beli adalah akibat dari adanya suatu perjanjian jual beli yang dilakukan oleh 2
pihak yakni penjual dan pembeli.
Pihak pembeli yang rata-rata adalah orang awam tidak mengetahui secara
jelas mengenai jual beli yang bersertifikat HGU, ketika di wawancara mengenai
kepemilikan lapak yang tidak selamanya, mereka mengatakan bahwa mereka
hanya mengikuti alur saja, dan tidak memperhatikan akibat hukum yang akan
terjadi nantinya.
Akibat hukum yang ditimbulkan dari proses jual beli lapak di Pasar Bawah
Kota Bandar Lampung adalah peralihan hak kepemilikan dari pihak penjual
kepada pihak pembeli dari yang sebelumnya hak milik pengambang ( PT. Bumi
Waras ) menjadi hak milik pedagang yang menggunakan lapak tersebut selama
jangka waktu 20 tahun. Setelah kepemilikan lapak itu berpindah ke tangan
pembeli, maka pembeli lapak itu berhak untuk menjual kembali ataupun




A. Praktek Jual Beli Lapak di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung
Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasanya jual beli
lapak tersebut dilakukan oleh pihak PT. Bumi Waras sebagai penjual dan
pedagang di Pasar Bawah sebagai pembeli. Praktek jual beli lapak sendiri sudah
berlangsung sejak Pasar Bawah dibangun sampai saat ini. Lapak amparan dijual
dengan harga yang bervariasi akan tetapi masih tergolong murah dan terjangkau
jika dibandingkan dengan lapak di Pasar lain.
Saat ini, lapak di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung rata-rata sudah
dimiliki oleh pihak kedua yang membeli lapak amparan dari PT. Bumi Waras
sebagai pihak pertama. Pihak kedua ini berhak untuk memperjual belikan lapak
amparan tersebut selama jangka waktu 20 tahun. Sampai saat ini, jual beli lapak
masih saja terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung meskipun jangka
waktunya telah habis.
Jual beli lapak terjadi karena beberapa alasan, alasan yang menjual yakni,
selama jangka waktu 20 tahun ia berhak untuk menjual lapak tersebut, tentunya ia
ingin mengambil kentungan selama lapak tersebut masih menjadi hak miliknya.
Tidak jarang, penjual lapak yang memiliki cukup modal membeli lebih dari satu
lapak untuk di jual kembali dan adapula yang disewakan. Dengan harga yang
terjangkau, tentu saja pedagang di Pasar berminat untuk membeli lapak tersebut
demi kelangsungan usahanya.
Seperti yang telah di bahas dalam bab sebelumnya, para pedagang yang
membeli lapak amparan tidak mengetahui bahwa sewaktu-waktu Pemerintah Kota
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(Pemkot) dapat megambil lapak tersebut karena sesuai dengan perjanjian setelah
20 tahun, lapak tersebut menjadi milik Pemerintah.
Dengan demikian, yang menjadi permasalahan dalam praktek jual beli ini
adalah kepemilikan lapak atau peralihan hak milik lapak dari tangan penjual ke
tangan pembeli tidak terjadi secara sempurna ( tidak selamanya ), padahal jual beli
dalam Islam adalah peralihan hak kepemilikan dari pihak penjual kepada pihak
pembeli yang berlaku untuk selamanya. Artinya, setelah transaksi jual beli selesai
barang atau objek jual beli menjadi sepenuhnya milik pembeli.
Permasalahan selanjutnya yang ingin diteliti penulis yaitu lahirnya Perda
Kota Bandar Lampung No 01 Tahun 2018 Pasal 30 ayat 4 yang mengatur tentang
larangan jual beli lapak untuk berdagang di pasar. Pasal tersebut berbunyi :
“ Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan premanisme, pemungutan
uang, mengelola/ menjual lapak/ tempat untuk berdagang di Pasar yang
mengakibatkan keresahan, kesemrawutan, tidak tertibnya lingkungan dan
menganggu ketertiban lalu lintas.”
Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung, maka penulis berpendapat bahwa sebagian besar pembeli lapak adalah
orang awam yang tidak mengetahui adanya akibat hukum dari jual lapak tersebut,
tidak mengetahui mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang ada di tangan
PT Bumi Waras dan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung No 01 tahun 2018 yang dalam pasal 30 ayat 4 mengatur jual beli lapak
untuk berdagang di Pasar. Dengan demikian, penulis menilai bahwa jual beli
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lapak ini dilakukan secara transparan karena salah satu pihak tidak mengetahui
secara jelas mengenai hak-haknya dikemudian hari.
B. Analisis Hukum Islam dan Perda Kota Bandar Lampung No 01 Tahun
2018 tentang jual beli lapak/ Tempat untuk berdagang di Pasar.
Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain
yang mengakibatkan hak kepemilikan beralih dari satu pihak kepada pihak lain.
Para ulama sepakat mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta
dengan harta yang berakibat hukum pada pemindahan hak dan kepemilikan.
Islam tidak pernah melarang suatu jual beli asalkan jual beli tersebut
sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Perlu ditegaskan kembali bahwa dengan
memenuhi rukun dan syarat terbentuknya suatu akad memang sudah terbentuk
dan mempunyai wujud yuridis syar’i namun belum serta merta sah. Akad yang
memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat kabsahan dinyatakan sebagai
akad yang sah.
Adapun dalam jual beli lapak yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar
Lampung tidak memenuhi salah satu syarat jual beli. Jual beli seharusnya
dilakukan oleh pemilik asli barang tersebut. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw
yang berbunyi:
“ Dari Hakim Bin Hizam ia berkata kepada Rasulullah S.A.W: Wahai
Rasulullah ada seorang laki-laki yang memintaku untuk menjual sesuatu yang
bukan milikku, apakah aku boleh menjualnya ? maka Rasulullah S.A.W bersabda:
janganlah kalian menjual barang yang bukan hak milik kalian” (H.R. Ibn Majah).
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Salah satu syarat terlaksananya akad yaitu orang yang melakukan akad
adalah pemilik barang atau mempunyai kekuasaan untuk melakukan akad.
Apabila tidak ada kepemilikan atau kekuasaan maka akad tidak dapat
dilangsungkan dan hukumnya menjadi maukuf atau ditangguhkan. Selain itu,
syarat terlaksananya akad adalah pada barang tersebut tidak terdapat hak orang
lain. Sedangkan dalam jual beli lapak yang terjadi di Pasar Bawah terdapat dua
pihak yang berstatus sebagai pemilik.
Selain itu juga, jual beli lapak yang terjadi di Pasar Bawah menggunakan
sertifikat Hak Guna Usaha yang menyebabkan tidak beralihnya hak kepemilikan
secara sempurna ketangan pembeli. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam karena
tidak termasuk dalam jual beli shahih. Jual beli yang shahih menimbulkan
implikasi atau akibat hukum yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli
secara permanen.
Dalam akad jual beli lapak di Pasar Bawah, salah satu pihak tidak
mengetahui bahwa lapak tersebut menggunakan sertifikat Hak Guna Usaha
(HGU) dikarenakan sebagian besar pembeli lapak adalah orang awam yang
mengaku hanya mengikuti alur jual beli tanpa meminta penjelasan kepada penjual
mengenai HGU. Dalam hal ini berarti kad jual beli lapak tidak terjadi secara
transparan.
Dengan demikian, menurut penulis dalam hukum islam jual beli lapak
yang terjadi hukumnya tidak sah dengan beberapa alasan yang telah dipaparkan di
atas.
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Selanjutnya terdapat Peraturan Daerah yang mengatur tentang jual beli
lapak yakni Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 01 tahun 2018 Pasal 30
ayat 4 yang berbunyi: “Setiap orang atau badan dilarang melakukan tindakan
premanisme, pemungutan uang, mengelola/ menjual lapak/ tempat untuk
berdagang di Pasar yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya
lingkungan dan menganggu ketertiban lalu lintas”
Dalam Perda diatas, jual beli lapak untuk berdagang di Pasar adalah hal
yang dilarang karena mengakibatkan keresahan, kesemrautan, tidak tertibnya
lingkungan dan mengganggu ketertiban lalu lintas. Sedangkan, yang terjadi di
lapangan adalah jual beli lapak yang tidak mengakibatkan hal buruk, lapak
amparan yang diperjual belikan tersusun secara rapi dan sama sekali tidak
menganggu lingkungan dan lalu lintas. Oleh karena itu, jual beli lapak di Pasar
Bawah Kota Bandar Lampung sah dan di perbolehkan menurut Perda No 01
Tahun 2018, karena tidak menimbulkan keresahan dan kesemrautan.
Mengenai Hak Guna Usaha memang telah dilegalkan di Indonesia dan
telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Pokok Agraria ( UUPA )
No 5 tahun 1960 Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna





Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan dan pembahasan Bab
IV mengenai Analisis Hukum Islam dan Perda Tentang Jual Beli Lapak di Pasar
Bawah Kota Bandar Lampung penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Praktek jual beli lapak di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung awalnya
dilakukan oleh PT. Bumi Waras yang ingin memanfaatkan keuntungan dari
perjanjian PT. Bumi Waras dan PJKA. Akan tetapi jual beli lapak ini
mempunyai batas waktu yakni selama 20 tahun PT. Bumi Waras berhak
mengelola serta memperjual belikan lapak untuk berdagang, setelah lewat dari
20 tahun maka kepemilikan lapak beralih ke tangan PJKA. Praktek jusl beli ini
merupakan jual beli yang tidak dibenarkan dalam Islam karena jual beli
seharusnya tidak dibatasi oleh waktu. Beralihnya hak kepemilikan setelah akad
jual beli terjadi merupakan peralihan mutlak ke tangan pembeli.
2. Analisis hukum Islam terhadap jual beli lapak tersebut adalah tidak sah karena
tidak memnuhi salah satu syarat sahnya jual beli yakni penjual lapak bukan
pemilik asli lapak tersebut dan tidak beralihnya hak kepemilikan lapak tersebut
secara permanen kepada pembeli. Sedangkan, menurut Perda Kota Bandar
Lampung No 01 tahun 2018 Pasal 30 ayat 4 yang mengatur tentang jual beli
lapak, jual beli lapak yang diatur dalam Perda tersebut adalah jual beli lapak
yang mengakibatkan keresahan, kesemrautan dan tidak tertibnya lingkungan,
sedangkan yang terjadi di Pasar Bawah tidak mengakibatkan keresahan dan
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kesemrautan sehingga hukum jual beli menurut Perda Kota Bandar Lampung
No 01 tahun 2018 adalah sah (boleh). Adapun menurut hukum positif jual beli
dengan sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) diperbolehkan dan telah diatur
dalam UUPA No 5/1960.
B. Saran
Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa jual
beli lapak yang terjadi di Pasar Bawah Kota Bandar Lampung menurut hukum
Islam hukumnya adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat jual beli dan
menurut Perda Kota Bandar Lampung adalah boleh, karena tidak mengganggu
ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, maka penulis mempunyai saran
sebagai berikut:
1. Bagi penjual lapak, hendaknya lebih memperhatikan bagaimana Islam
mengatur jual beli dan tidak hanya memandang keuntungan secara pribadi saja,
karena jual beli ini mnegakibatkan tidak beralihnya hak kepemilikan lapak
secara sempurna kepada pembeli.
2. Bagi kedua belah pihak, sebaiknya dalam bertransaksi harus saling
mengingatkan adanya bukti berupa sertifikat kepemilikan untuk menguatkan
seandainya terjadi sesuatu dan dalam berjual beli apapun yang akan terjadi
nantinya harus di terangkan secara jelas.
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